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PENEGASAN DAN PENJELASAN TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(PILKADA) SERENTAK TAHUN 2020

I. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020,
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, maka perlu ditegaskan dan dijelaskan terkait pelaksanaan Pilkada
serentak Tahun 2020.

II. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Serentak dilakukan melalul:

a. Fasllltasi Perslapan Pelaksanaan Pilkada mellputi:
1) Soslalisasi pelaksanaan Pilkada Serentak;
2) Memberlkan Informasi kepada Masyarakat mengenal penggunaan hak pillhnya dalam

Pilkada.

'b. Fasllltasi Pelaksanaan Pilkada mellputi:
1) Mendukung pendanaan Pilkada serentak sesuai Peraturan Menterl Dalam Negeri Rl

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Keglatan Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Mengawal ketentraman dan ketertlban masyarakat (Trantibmas) selama pelaksanaan
Pilkada melalul deteksl dini dan cegah dini terhadap setiap gangguan trantibmas
serta mengatasi setiap potensi konflik untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang
kondusif, tertib dan aman dalam pelaksanaan Pilkada.

3) Melakukan koordinasl dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertlban
masyarakat serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap
rangkaian proses Pilkada.

4) Melakukan Identlflkasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai adanya tindakan
destruktif yang dapat menghambat proses pelaksanaan Pilkada.

5) Memberlkan sarana dan prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses
distribusi logistik Pilkada tepat waktu melalul kerja sama dengan instansi terkait.

2. Pembentukan Desk Pilkada Provlnsi dan Desk Pilkada Kabupaten/Kota dengan berpedoman
pada Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bag!
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

3. Desk Pilkada Provlnsi dan Kabupaten/Kota mempunyal tugas:
a. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada dl daerah.
















































